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EVALUASI PENERTIBAN ANAK JALANAN
DI KOTA SAMARINDA
(Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang
Penertiban dan Penanggulangan Pengemis,
Anak Jalanan, dan Gelandangan)

Milla Anggraeni Rahayu Buwono®

Abstrak

Milla Anggraeni Rahayu Buwono, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Mulawarman dengan judul Evaluasi Penertiban Anak
Jalanan di Kota Samarinda (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 Tentang
Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gelandangan),
di bawah bimbingan Bapak Dr. Djumadi, M.S selaku Dosen Pembimbing | dan
Drs. H. Hamdan, M.S selaku Dosen Pembimbing 1.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi penertiban anak
jalanan di Kota Samarinda. dengan fokus penelitian yang meliputi efektivitas,
kecukupan, responsivitas, dan ketepatan dalam penertiban anak jalanan serta
faktor penghambat dan pendukung.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif
kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan penelitian kepustakaan (Library
Research) dan penelitian lapangan (Field Work Research) yaitu observas,
wawancara (Interview) langsung dengan Key Informan, Informan, dan
dokumentas. Analisis data yang digunakan ialah analisis data model interaktif
Miles dan Huberman yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penertiban anak jalanan yang
dilakukan oleh Satpol PP masih belum berhasil menuntaskan masalah anak
jalanan yang ada di Kota Samarinda. Satpol PP telah melakukan penertiban
anak jalanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002, tetapi
masih saja banyak anak jalanan yang terus kembali ke jalan setelah dilakukan
penertiban. Masalah utama penghambat penertiban anak jalanan adalah
keterbatasan sarana dan prasaran untuk menampung khusus anak jalanan
agar diberikan penanganan lebih lanjut, selain itu kurang tegasnya dalam
pemberian sanks kepada koordinator (pengarah anak jalanan) atau orang tua
yang melakukan eksploitas kepada anak di bawah umur, dan kurangnya
sosialisas terkait larangan masyarakat memberikan uang kepada anak
jalanan.

Kata Kunci : Penertiban, Anak Jalanan, Satpol PP Kota Samarinda
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Pendahuluan
Latar BelakangPenelitian

Indonesia adalah negara kesatuan yang bentuk peateEmnya
republik dan didalam pelaksanaan pemerintahanry@gdatas daerah-daerah,
provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masinmpo@yai pemerintahan
daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tanggserydiri. Dalam
pelaksanaannya pemerintah daerah berhak untuk apdaet peraturan daerah
maupun peraturan lainnya untuk melaksanakan otodaeriah.

Dengan diberikannya otonomi daerah banyak daeratadayang
mengalami perkembangan yang sangat pesat teruigmekdtaan. Tetapi juga
tidaklah sedikit daerah perkotaan yang mengalantkgpebangan tidak
memiliki masalah atau tantangan, yaitu dimana pastthan penduduk
mengalami perkembangan yang begitu pesat, sehinggabuat warga di
daerah lain menjadi tertarik untuk mencari kehidupdi kota tersebut.
Sementara, lahan pemukiman sangatlah minim. Daritsnbulah masalah-
masalah terutama masalah sosial yang terjadi 8opan yang hingga sampai
sekarang masih merajalela seperti kasus krimisaliengangguran, anak
jalanan, pengemis, dan gelandangan.

Dari hal - hal yang sudah dijelaskan di atas, k&sassis tersebut terjadi
di kota Samarinda, dimana tidak meratanya pembamgaan pertumbuhan
ekonomi. Pembangunan di kota Samarinda memang haemgemajuan yang
begitu pesat. Terlihat dari beberapa bangunanatmaidalam hal infrastruktur,
seperti pembangunan jembatan, pembangunan geddnggyebertingkat
seperti contohnya Mall, dan sebagainya. Akibatnglakt sedikit masyarakat
dari luar Kota Samarinda mencoba untuk mencarirgengan dan merubah
nasib mereka dan berharap perekonomian mereka dndefah baik. Pada
akhirnya mereka terlanjur datang ke kota tanpa kididg dengan tingkat
pendidikan mereka yang cukup, keahlian, dan ilmogpgahuan yang masih
kurang. Akibat tidak memiliki bakat yang cukup mexdidak mendapatkan
pekerjaan yang layak. Walupun begitu mereka tetafaban tinggal di kota,
karena mereka berfikir mencari uang di kota lebidah dibandingkan di desa.
Pola fikir seperti inilah yang menyebabkan masyatrakemberanikan diri
datang ke kota walaupun tidak memiliki bekal keanli Apabila hal ini
dibiarkan secara terus-menerus dapat menyebaba&karagalahan sosial yang
semakin meluas di Kota Samarinda, contohnya yamydtaterjadi di Kota
Samarinda adalah kasus anak jalanan.

Pada tahun 2011 anak jalanan yang terjaring dedara berjumlah 233
anak, kemudian pada tahun 2012 menurun menjadiab@k dan 187 anak
pada tahun 2013. Dan pada tahun 2014 semakin mem@ngan jumlah 63
orang. Tetapi pada tahun 2015 jumlah anak jalanengalami peningkatan
menjadi 86 anak.

Setelah dilakukan penertiban, jalanan tidak beeagb terlepas dari
yang namanya anak jalanan. Dari dibuatnya Peraiaanah Nomor 16 Tahun
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2002 tentang Penertiban dan Penanggulangan Pengagnak Jalanan dan
Gelandangan hingga sampai saat ini masih saja bamyak jalanan yang
berkeliaran di jalanan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertaritukummeneliti
dengan judul : “Evaluasi Penertiban Anak JalananKdta Samarinda
(Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang ##earer dan
Penanggulangan, Pengemis, Anak Jalanan, dan Gegarga

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi pesamumasalah
yaitu:

1. Apa yang di evaluasi dari Penertiban Anak Jalandtoth Samarinda
(Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang #earerdan
Penanggulangan Pengemis, Anak Jalanan, dan Gegargeh

2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambaandaEvaluasi
Penertiban Anak Jalanan di Kota Samarinda (PerafDeeerah Nomor
16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan PenanggulaRgagemis,
Anak Jalanan, dan Gelandangan ?

Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis Evaluasi Penertiban Anak JaladanKota
Samarinda (Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002anign
Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak daladan
Gelandangan).

2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadiatam Evaluasi
Penertiban Anak Jalanan di Kota Samarinda (PerafDeserah Nomor
16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan PenanggulaRgagemis,
Anak Jalanan, dan Gelandangan).

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Segi teoritis, diharapakan dapat memberikan kamribsumbangan
pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahumdbidang
administrasi negara secara khusus, dan tambahanasaawdan
penegetahuan terhadap peningkatan kemampuan pedalism
membuat karya ilmiah.

2. Segi praktis, diharapkan mampu memberikan sumbangkran bagi
para pembuat keputusan atau para perumus kebijd&am upaya
pelaksanaannya dapat terlaksana dengan lebih baik.
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Kerangka Dasar Teori
Teori dan Konsep
Kebijakan publik

Kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dkakuoleh pejabat
pemerintah yang berwenang, untuk kepentingan raldratana kepentingan
rakyat ini merupakan keseluruhan yang utuh daripguohwan kristalisasi
pendapat-pendapat, keinginan-keinginan dan turtutatan dari rakyat.
(Soenarko, 2005:43).

Dari beberapa pengertian yang telah diberikan ds ahaka dapat
disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatutdderkeputusan atau
tindakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah guntuk memenuhi
kepentingan rakyat agar permasalahan atau persgafanterjadi pada rakyat
dapat benar-benar teratasi sesuai dengan yangnttiam

Evaluas Kebijakan

Evaluasi adalah suatu kata yang elastis yang daeatas meliputi
penilaian kebenaran dan keberhasilan mengenai bahgh (Weiss dalam
Soenarko, 2005:213). Evaluasi kebijakan merupalegiakan untuk menilai
atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksaswetn kebijakan publik.
Oleh karena itu, evaluasi merupakan kegiatan pearbailai (value judgment)
tertentu. (Mustofadijaja dalam Widodo, 2010:111)

Berkenaan dengan beberapa pendapat di atas makalispen
menyimpulkan evaluasi kebijakan publik merupakaatsuproses kegiatan
yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan guna ntelidan menilai
keberhasilan atau dampak dari kebijakan yang dsaesakan tersebut.

Penertiban Anak Jalanan

Istilah penertiban kata dasarnya diawali dengata Ktertib” adalah
aturan sedangkan penertiban adalah proses, cabajapen menertibakan dan
tindakan. (Poerwadarminta dalam kamus bahasa is@gn2003). Penertiban
berarti mengatur orang lain, tetapi juga berartingagur diri sendiri dan
asosiasinya sendiri. (Budiarjo, 2004:34). Selayjatnak Jalanan adalah
Anak jalanan adalah seseorang yang berusia dibat&htahun yang
menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya dn jdémgan melakukan
kegiatan-kegiatan guna mendapatkan uang dan mehpakian hidupnya.
(Shalahuddin, 2000:5) .

Dari uraian berbagai di atas maka penulis dapatyimgrulkan bahwa
penertiban anak jalanan adakkatu cara atau tindakan dalam mengatur anak-
anak di bawah umur yang mempunyai kegiatan di galaguna memenuhi
kebutuhan ekonominya agar tidak melakukan kegialiajalanan kembali
sehingga menyebabkan pengguna jalan merasa tetgangg
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Definisi Konsepsional
Definisi konsepsional untuk membatasi ruang linggepelitian adalah :
Berkenaan dengan penelitian ini, maka penulis maskian definisi
konsepsional yang merupakan pembatasan terhadaglitip@n yang akan
dilakukan. Adapun batasan konsepsional dari varigkeelitian ini adalah
Proses kegiatan atau penilaian yang dilakukan pé&hksana kebijakan guna
melihat keberhasilan atau dampak dari kebijakaatBean Daerah Nomor 16
Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangaees, Anak Jalanan,
dan Gelandangan yang berusia dibawah 19 tahun lyamgak menghabiskan
waktu di jalan. Kebijakan penertiban anak jalanangytelah direalisasikan,
kemudian dilakukan penilaian melalui efektivitagckkupan, responsivitas,
dan ketepatan dengan tujuan untuk melihat kebéahasiau dampak yang
diberikan.

M etode Penelitian
Jenis Pendlitian

Sesuai dengan judul penelitian mengenai Evaluasaing Pelaksanaan
Penertiban Anak Jalanan di Kota Samarinda (Peraagrah Kota Samarinda
Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penkmggn Pengemis,
Anak Jalanan, Gelandangan), maka penulis menggangk@s penelitian
deskriptif kualitatif.

Jadi dengan menggunakan penelitian deskriptif tatdliini dapat
dengan mudah mendeskripsikan suatu proses kedisdaisarkan apa yang
terjadi di lapangan, serta menganalisis dan mekafsisuatu fakta, gejala dan
makna suatu peristiwa yang terjadi di lapangan.

Fokus Penelitian
Adapun fokus penelitian ini adalah sebagai berikut
1. Indikator Evaluasi Penertiban Anak Jalanan meliputi
a. Efektivitas penertiban anak jalanan
b. Kecukupan penertiban anak jalanan
c. Responsivitas penertiban anak jalanan
d. Ketepatan penertiban anak jalanan
2. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung peaartanak
jalanan di Kota Samarinda.

Lokas Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Evaluasi tegtaRelaksanaan
Penertiban Anak Jalanan di Kota Samarinda (Peraagrah Kota Samarinda
Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Penkamggun Pengemis,
Anak Jalanan, Gelandangan)”. Maka lokasi peneliyjaiiu Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
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Jenisdan Sumber Data
Adapun jenis dan sumber data dalam penelitiancialedn :
1. Data Primer
Data primer, merupakan data yang diperoleh dalarelpan yang
diperoleh peneliti secara langsung dari sumbemtga narasumber
sebagai informan yang langsung berhubungan dergars fpenelitian
dengan cara melakukan wawancara dan pengamatara $angsung
terhadap sumber data primer. Berdasarkan uraiatadi maka yang
menjadi key informan, yaitu Kepala Satuan PoligsnBag Praja yang
dipilih menggunakan Purposive Sampling. Sedangkamgymenjadi
Informan, yaitu Anggota Satpol PP Kota Samarindasyérakat, dan
Anak Jalanan yang dipilih dengan menggunakan Telukidental
Sampling.
2. Data Sekunder
Merupakan data yang diperoleh melalui Dokumen-dakumarsip-
arsip Buku-buku referensi atau ilmiah dan hasilgtiéan yang relevan
dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitiaadialah :
1) Penelitian Kepustakaghibrary Research).
2) Penelitian lapanga(Field Work Research). Adapun cara pengumpulan
data dilapangan digunakan teknik pengumpulan ddtagai berikut :
a. Observasi.
b. Wawancara.
c. Dokumentasi.

Teknik Analisis Data
Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitizanalisis data model
interaktif (Matthew B. Milles dan A. Michael Hubeam dan Saldana (2014:31-
33) yang meliputi empat komponen sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

2. Kondensasi Data

3. Penyajian Data

4. Verifikasi atau menarik kesimpulan

Hasil Penelitian dan Pembahasan
Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Lokas Tempat Penelitian

Kota Samarinda merupakan bagian dari wilayah Nedadanesia,
terletak di Pulau Kaimantan da merupakan Ibu Kata Brovinsi Kalimantan
Timur. Luas wilayah kota Samarinda 718%merletak di wilayah khatulistiva
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dengan koordinat diantard21'81" — 1°09'16” LS dan 11615'16" —
117°24'16” BT, dengan ketinggian berada antara 10-20&ter di atas
permukaan laut. Kota samarinda beriklim tropis hadangan cuah hujan rata-
rata per tahun 1980 mm dan kelembapan udara rtata8%00. Wilayah
administrasi Kota Samarinda terdiri dari 10 Kecamatlan 53 Kelurahan.
Jumlah penduduk Kota Samarinda sebanyak 901.064, jdengan laju
pertumbuhan penduduk diperkirakan 5-7% per tahun..

Satpol PP Kota Samarinda

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PRiageerangkat Pemerintah
Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertibamm serta menegakan
Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja SaRaisi Pamong Praja
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan PolmmoRy Praja

berkedudukan di Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda dibebrklasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 Tentadgnan Satuan Polisi
Pamong Praja dan di tindaklanjuti dengan Peratraerah Kota Samarinda
Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan TatgaK®atuan Polisi
Pamong Praja.

Efektivitas Penertiban Anak Jalanan

Mengenai hasil penelitian tentang efektivitas, sigtas didukung
dengan teori Dunn yang menyatakan bahwa efektiyaés apakah hasil yang
diinginkan tercapai. Pencapaian tujuan berkaitamgde kurun waktu
dilaksanakannya kebijakan tersebut, dasar hukumsasaran program.

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwardp&nertiban anak
jalanan belum mencapai hasil yang diinginkan. Beldskan Peraturan Daerah
No. 16 Tahun 2002 Satpol PP berupaya untuk membaemerintah dalam
menuntaskan anak jalanan dengan melakukan rama Adapun kemunculan
anak-anak jalanan tersebut disebabkan oleh bebdedpar, seperti faktor
kemiskinan, adanya koordinator (pengarah anak galpmtaupun orang tua
anak jalanan itu sendiri. Hal ini tidak saja padkesiar pemenuhan kebutuhan
sandang pangan, akan tetapi jauh lebih dari itg yarkait dengan kebutuhan
untuk bisa eksis dalam kerasnya roda kehiduparofzak.

Kecukupan Penertiban Anak Jalanan

Kecukupan untuk mengetahui sejauhmana pencapgzntya yang
diinginkan, sejauhmana pencapaian hasil tersebutao@ghkan masalah yang
berkaitan dengan memuaskan kebutuhan, nilai, dank&sempatan. Menurut
Dunn (2000:427), kecukupan berkenaan seberapahpmsihyang telah tercapai
dapat memecahkan masalah. Kecukupan masih berhamdeggan efektivitas
dengan mengukur atau memprediksi seberapa jautmatifeyang ada dapat
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memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalanyetesaikan masalah
yang terjadi.

Hasil penelitian menyatakan bahwa penertiban ard&ngn yang
dilakukan oleh Satpol PP masih belum mampu memecainkasalah anak
jalanan yang terus ada di Kota Samarinda. Anak-galakan yang rata-rata
masih berada di bawah umur, jadi tidak diberikanksaataupun hukuman.
Satpol PP hanya mempunyai kewenangan menahan nakkjalanan di
Kantor Satpol PP selama 1 x 24 jam untuk membe ek jera.

Responsivitas Penertiban Anak Jalanan

Responsivitas dalam konsep evaluasi kebijakarahdattuk menjawab
apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, prsiea¢au nilai kelompok-
kelompok tertentu. Suatu kebijakan yang hasilnjghtenemuaskan kelompok-
kelompok tertentu berarti telah berhasil dalam reé&saikan masalah yang
mereka hadapi. Meskipun tidak akan mencapai tingkptiasan pada semua
pihak. Menurut William N. Dunn (2000:429) menyatakzahwa responsivitas
(responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakaat dap
memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai keltrkptbompok masyarakat
tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, Masyarakat banyakg yeremberikan
kritikan terhadap Satpol PP terkait penertibanbBgai kritikan yang diberikan
masyarakat kepada Satpol PP. Masyarakat menilawdapelaksaaan
penertiban yang dilakukan masih belum membuahkaih yeng maksimal dari
ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun #5@2ng Penertiban dan
Penanggulangan Gelandangan, Anak Jalanan dan Piertgeoukti dari masih
banyak anak jalanan yang masih kembali ke jalancgpadilakukannya
penertiban. Jadi upaya penertiban anak jalanan gaagukan oleh Satpol PP
membuat masyarakat masih belum merasakan dampék pgas kepuasaan
pasca dilakukannya penertiban anak jalanan.

Ketepatan Penertiban Anak Jalanan

Sebuah kebijakan yang diimplementasikan melalugfamm-program
kepada kelompok-kelompok sasaran perlu dinilai apakasil (tujuan) yang
diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Sethgdn dengan hal tersebut
maka hasil-hasil yang menunjukkan nilai manfaagmm akan dibandingkan
dengan maksud dan tujuan, sehingga akan mempkdihatpakah program
tersebut telah tepat atau kurang tepat. MenurutnD@000:429) Ketepatan
berkenaan dengan apakah hasil yang dicapai beratanfa

Dari hasil penelitian mengenai ketepatan, dapagtdiiui bahwa pada
dasarnya permasalahan anak jalanan di Kota Samardak ada habisnya dan
sangat sulit untuk dihilangkan. Untuk itu adanydijekan penertiban anak
jalanan merupakan salah satu cara yang cukup depsth mengatasi masalah
anak jalanan yang ada di Kota Samarinda, selairerpean anak jalanan
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adanya kebijakan yang dibuat pemerintah yaitu BexatDaerah Nomor 16
Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangmees, Anak Jalanan,
dan Gelandangan juga merupakan suatu kebijakan yesrgadi cara yang
tepat dalam mengatasi anak jalanan

Faktor-faktor pendukung dan penghambat penertiban anak jalanan di Kota
Samarinda

1.

2.

Faktor-faktor pendukung penertiban anak jalanatuyai

Adanya partispasi dari masyarakat, seperti adarbphemasyarkat
yang membantu Satpol PP ketika melakukan penertiban

Adanya dukungan dari Pemerintah Kota yang inginjatkkan Kota
Samarinda bersih dan tertib dari anak jalanan noenkpta
Metropolitan.

Faktor-faktor penghambat penertiban anak jalanén ya
Terbatasnya sarana dan prasarana yang diberikampeieerintah kota.
Seperti ketersediaan panti-panti yang khusus meunagngnak jalanan
masih sedikit. Karena, ketika Satpol PP melakukanepiban anak
jalanan, anak-anak dilepaskan kembali dan hanyagsab yang
diberikan ke Dinas Kesejahteraan Sosial untuk dibkes Panti Sosial
Bina Remaja, Yayasan Borneo Insan Mandiri dan Paagial Lentera
Mahakam untuk diberikan pembinaan lebih lanjut.

Adanya koordinator atau orang tua yang memanfaagkaasi dengan
melakukan eksploitasi terhadap anak-anak di bawsatur uuntuk
dijadikan anak jalanan.

Adanya budaya masyarakat yang memberikan uang &epadk
jalanan, hal ini juga yang menjadi salah satu pangfat Satpol PP
dalam melakukan penertiban. Anak-anak jalanan raedamanjakan
oleh masyarakat dengan memberikan uang, hal itulbmatmereka
merasa betah berada di jalanan, dan banyak anék-gaag
menyalahgunakan uang yang diberikan oleh masyarakdtk
bersenang-senang bersama teman-temannya.

Kesimpulan

Dari penjelesan yang sudah diberikan penulis dab Bsampai Bab

IV, maka kesimpulan dari skripsi ini ialah :

1.

Indiator Evaluasi Penertiban Anak Jalanan, meliputi

a. Efektivitas Penertiban Anak Jalanan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, upaya péaertiyang
dilakukan oleh Satpol PP sudah cukup baik. Satpoihfelakukan
rutin melakukan razia setiap 2 sampai 3 kali dateminggu dan
melakukan razia gabungan setiap 1 kali dalam septdtapi untuk
hasil dari penertiban anak jalanan masih belum neeikdn hasil
yang diinginkan. Terlihat dari masih banyaknya aaaék jalanan
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yang masih berada di jalanan setelah dilakukan rpbae oleh
Satpol PP. Sehingga masyarakat menilai bahwa S&PBomasih
kurang sigap dalam melakukan penertiban anak jajaman
pemerintah seakan tidak serius dalam menanganijalaaian.

b. Kecukupan Penertiban Anak Jalanan
Dari kebijakan yang telah ditetapkan seperti péventanak jalanan

dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 yang telah

dilaksanakan oleh Satpol PP kebijakan tersebutnbdlisa untuk
memecahkan masalah anak jalanan yang sulit unhilanijkan di
Kota Samarinda. Perlu adanya diberikan pembindah lanjut agar
anak jalanan secara perlahan dapat berkurang dalisasi kepada
masyarakat terkait larangan memberikan uang kepadk jalanan
serta ketegasan dalam memberikan sanksi kepadadikatmr
ataupun kepada orang tua anak jalanan.

c. Responsivitas Penertiban Anak Jalanan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, S&polsudah
menjalankan tugasnya dengan semaksimal mungkapitdari sisi
lain masyarakat yang merasakan dampaknya secasulam belum
merasakan dampak positif dari hasil penertibark galanan yang
dilakukan oleh Satpol PP. Dikarenakan pasca péa@rtianak
jalanan, anak jalanan tersebut dilepaskan kemlaliashak jalanan
kembali ke jalan.

d. Ketepatan Penertiban Anak Jalanan
Adanya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 teriRangrtiban
dan Penanggulangan Gelandangan, Anak Jalanan edaeris dan
penertiban anak jalanan yang dilakukan oleh Sa@poimerupakan
salah satu cara yang tepat dalam mengatasi am@alajalang ada di
Kota Samarinda, walaupun hasilnya masih belum sedeagan
yang diharapkan.

2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalanertitean Anak

Jalanan

a. Faktor Pendukung
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang menjadktof
pendukung adalah adanya masyarakat yang mendulemegtipan
anak jalanan yang dilakukan Satpol PP, kemudiannyada
Pemerintah Kota yang langsung memberikan perintatuku
melakukan penertiban anak jalanan.

b. Faktor penghambat
Yang menjadi penghambat dalam penertiban anak galadalah
terbatasnya sarana dan prasarana untuk menampaRgjaanan,
adanya koordinator, dan budaya masyarakat selatber@kan uang
kepada anak jalanan.
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Saran

Setalah melakukan penelitian dan telah didapat peselitian, dengan
rendah hati penulis merasa perluuntuk memberikeanssaran yang mungkin
bermanfaat kepada semua pihak. Adapun saran-saarag §kan penulis
berikan ialah sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penertiban kinerja Satpol PP ldiiihgkatkan lagi,
adanya ketegasan penindakan oleh Satuan PolisirfggRraja (Satpol
PP) sehingga anak-anak jalanan merasa takut dannéuk kembali ke
jalan, dan memperluas jaringan lokasi-lokasi pdévemt anak jalanan.
Serta peningkatan dalam penertiban dan pengawaskkagi-lokasi
yang menjadi tempat utama berkumpulnya anak-ankga, agar
tidak ada ruang bagi anak jalanan untuk melakukéwit@s di jalan.

2. Sebaiknya Pemerintah Kota menindak Koordinator gpeath anak
jalanan) atau orang tua anak jalanan dan diberketegasan dalam
pemberian sanksi karena telah mempekerjakan anddawiah umur
sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun Zedfang
Penertiban dan Penanggulangan Pengemis, Anak daladan
Gelandangan, dan Undang-Undang terkait perlinduagag.

3. Satpol PP dan Dinas Kesejahteraan Sosial lebih nglkaikan
sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan rmekalm uang
kepada anak jalanan, serta dinas kesejahteraamal sssigera
menyediakan tempat khusus bagi anak jalanan yamgr@i dengan
memberikan pembinaan dan keterampilan bagi anakgal sehingga
anak-anak jalanan dapat membuat hasil karya seyatig dapat dijual
dan mereka menjadi mandiri. Jadi masyarakat tidegk terganggu
dengan keberadaan anak-anak jalanan. selain ita piguatkan
peraturan baru agar masyarakat tidak lagi memberdang kepada
anak jalanan.
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